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Agnes Sindi Areta, 2020, 201510050311013, Universitas Muhammadiyah 
Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, 
Network Governance Organisasi Perangkat Daerah Dalam Pengurangan Pajak 
Bumi Dan Bangunan Untuk Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian Di 
Kota Malang. 
Pembimbing I: Yana syafriyanan hijri, S.IP., M.IP. Pembimbing II: Muhammad 
Kamil, S.IP., M,A  
 
Jumlah lahan pertanian  di Kota Malang semakin menyempit setiap 
tahunnya. Hal ini disebabkan karena alih fungsi lahan menjadi permukiman dan 
kawasan industri. Menurut sensus pertanian Desember 2017, lahan pertanian di 
Kota Malang seluas 1.104 hektar. Setiap tahunnya ada penyusutan kisaran 2 
hingga 5 persen. Lahan pertanian produktif yang masih tersisa tinggal seluas 821 
hektar (ha). Hampir setiap tahun terjadi penyusutan lahan pertanian. 
Sebelumnya, luas lahan pertanian produktif mencapai 884 hektar (ha). Hingga 
tahun 2017 ini, luas lahan berupa lahan pertanian, tubuh air, dan vegetasi hanya 
tersisa 30 persen. Pembangunan ini memangkas lahan pertanian. Akhirnya pada 
tahunn 2017, luasan struktur buatan manusia menjadi 4.751,5 hektare (ha) atau 
sekitar 64 persen dari luasan total keseluruhan, meningkat dua kali lipat. 
Dampaknya, saat ini luas lahan alami mengalami penurunan menjadi 30 persen 
saja  atau sekitar 2.53,3 hektare (ha). 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
bersifat deskriptif, mendeskripsikan network governance organisasi perangkat 
daerah dalam pengurangan pajak bumi dan bangunan untuk mengendalikan alih 
fungsi lahan pertanian di kota malang dan permasalahan yang dihadapi. Adapun 
dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi, wawancara 
dan observasi lapangan serta mengumpulkan data skunder yang mendukung 
serta toeri yang digunakan adalah teori network governance dari Keith G 
Provan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa network governance antara dinas 
pertanian dan badan pelayanan pajak daerah kota malang dalam melaksanakan 
program pengurangan pajak bumi dan bangunan ini setiap aktor yang terlibat 
memiliki kewenangannya masing-masing. Program yang dilakukan ini dengan 
memberikan pengurangan pajak bumi dan bangunan sebesar 50% dalam upaya 
untuk menjaga dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 
Namun ada beberapa kendala dalam menjalankan program tersebut seperti masih 
kurangnya sosialisasi dan masih banyak petani yang belum melunasi tunggakan 
pajak sebelumnya. 
 
Kata Kunci: Network Governance, Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan, 





Agnes Sindi Areta, 2020, 201510050311013, Muhammadiyah University of 
Malang, Faculty of Social and Political Sciences, Department of Government 
Science, Network Governance of Regional Apparatus Organizations in Reducing 
Land and Building Taxes to Control Agricultural Land Transfer Function in 
Malang City. 
Supervisor I: Yana syafriyanan hijri, S.IP., M.IP. Advisor II: Muhammad Kamil, 
S.IP., M, A 
The amount of agricultural land in the city of Malang is getting smaller 
every year. This is due to the conversion of land into settlements and industrial 
estates. According to the December 2017 agriculture census, agricultural land 
in Malang City is 1,104 hectares. Every year there is a shrinkage in the range of 
2 to 5 percent. The remaining productive agricultural land is 821 hectares (ha). 
Almost every year there is a decline in agricultural land. Previously, the area of 
productive agricultural land reached 884 hectares (ha). Until 2017, the area of 
land in the form of agricultural land, water bodies, and vegetation is only 30 
percent remaining. This development cuts agricultural land. Finally in 2017, the 
area of man-made structures will become 4,751.5 hectares (ha) or around 64 
percent of the total area, doubling. As a result, the current area of natural land 
has decreased to 30 percent or around 2.53.3 hectares (ha). 
The research method used in this research is descriptive qualitative, 
describing the network governance of regional government organizations in 
reducing land and building taxes to control the transfer of function of 
agricultural land in Malang and the problems faced. As for the data collection 
techniques carried out are documentation, interviews and field observations and 
collecting secondary data that supports and the toeri used is the theory of 
network governance from Keith G Provan. 
The results showed that the network governance between the agriculture 
department and the local municipal tax service agency in implementing the land 
and building tax reduction program for each actor involved had their respective 
authority. The program is carried out by providing a 50% reduction in land and 
building tax in an effort to maintain and maintain sustainable agricultural land. 
But there are some obstacles in carrying out the program such as the lack of 
socialization and there are still many farmers who have not paid tax arrears 
beforehand. 
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